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Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali dan mernnaKa11<an ootens1-ootensi oenoaoatan as11 
daerah yang sah sesuai dengan peraturan oerunaana-unaanaan vana oeIaKu vaKm 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeran aan Retribus, uaeran; 

o. oanwa oeraasarKan oemmoanaan seoaaa1mana dimaksud dalam huruf a, dipandang 

~, penu ciioentuK urgamsas1 aan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palangka Raya; 

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

.... unaana-unaana Nomor 5 Tanun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka 

Kava 1Lemoaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan 

Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753): 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentana Pembemukan Peraturan 1-'erunaana

Undanpan (Lembaran Negara Republik Indonesia I anun LUU4 Nomor 53, Tamoanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undan9-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. ramoanan Lemoaran Neoara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebaga,mana te1an a,uoan aenqan unaanq-unaana 

Nomor 12 Tahun 2008 tentana Perubahan t\.eaua Atas unaang-unaang Nomor ;;jL 

1 anun LUU4 temana t-'emenmanan uaeran ILemoaran Negara Republik Indonesia 

1 anun lUUH l\lomor 5~. 1 amoanan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tanun 2004 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentana Paiak Daerah aan r<etnt>us1 Daeran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1J0, rambahan Lemoaran 
Negara Reoublik Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun L005 Nomor 140. Tami:>ahan i.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4ot8): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor ~ts• Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
t-'emenmanan Amara Pemenntan. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
uaeran t\.aouoaten11\.ota ILemoaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

1Lemoaran Neaara Keoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara KepuouK maonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Oaerah Kata Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentano Urusan 
Pemerintahan Oaerah Yang Menjadi Kewenangan tiemerintah Kata PaianaKa Rava 
{Lemi:>aran Oaerah Kata Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 ); 

Dengan Perse~juan Bersama : 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

dan 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 

MEMUTUSKAN ; 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
ua,am t'eraturan uaeran int vana a1maKsua aengan : 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

b. 

9. 

uaeran Otonom. se1aniumva disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
oatas-oatas wnayan yang oerwenanq menaatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut oraKarsa senain oeraasarKan aso1ras1 masvaraKat aa1am 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

..-emerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
oemerintahan daerah; 

Walikota adalah Walikota Palanaka Rava: 

Dewan Perwakilan Rakyat Daeran vana se1an1umva a1seout Ut'KU aaa1an Lemoaaa t'erwaKuan 
Rakyat Daerah sebaQai unsur penye1eng9ara oemenmanan aaeran; 

Peranai<at Daeran aciaian oraanisasi atau lembaga pada Pemerintah Dearah yang terdiri atas 
Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD. Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendaoatan Daerah Kota 
Palangka Raya; 

Keoala Dinas adalah Keoala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya 

l'\e1omDOK Jabatan Funas,onai adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas 
knusus sesuai ciengan keahlian dan kebutuhan; 

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya a1sebut UfJ I u adalah unsur oelaksana tugas tekms 
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya; 

BABU 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palangka Raya; 
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BAB Ill 

KEDUDUKAN 

Pasal3 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur oe1aKsana teKrns t'emenman I\0ta 
Palangka Raya dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oieh seorang Kepa,a Oinas yang oeraaa 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah. 

BABIV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal4 
o,nas Pendaoatan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tuaas oembantuan dibidana oendaoatan atau 
penerimaan daerah secara terpadu bersama mS1ans1 teKms tenca,t sesua, aenaan Ketentuan aan 
peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan dan pengawasan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi 
daerah; 

b. Penetaoan besamva oaiak daerah dan retribusi daerah; 

..... fJe1aKsanaan oenenmaan oaiai< daerah. retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain; 

a. t-'enye1enggaraan pembtnaan administrasi pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan 
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain; 

e. Pengelolaan urusan kesekretariatan. 

BABY 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal6 
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Perencanaan 

d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari : 

1) Seksi Pendaftaran; 

2) Seksi Pendataan; 

3) Seksi Penetapan; 

e. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pengajuan Keberatan, terdiri dari : 

1) Seksi Penagihan; 

2) Seksi Penerimaan; 

3) Seksi Pengajuan Keberatan; 
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f. Bidana Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari : 

1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah; 

2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain: 

3) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat Berharaa: 

g. Bidang Akuntansi dan Evaluasi, terdiri dari : 

1) Seksi Pembukuan; 

2) Seksi Pelaporan; 

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi; 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

BABVI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal7 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan 

bidang keahlian dan kebutuhan. 

Pasal8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

Keahliannya; 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud avat (1) dioimoin oleh seorana tenaaa funasional vana 

senior yang ditunjuk oleh Walikota Palanaka Rava atas usui Keoala Dinas melalui Sekretaris Daerah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas: 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal9 
(1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

ooerasional Dinas: 

,z, Unit PeIaKsana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung 
iawab keoada Walikota melalui Kepala Dinas; 

· (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas daoat dibentuk setelah memenuhi oersvaratan sesuai oeraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BABVIII 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal10 

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palanaka Rava adalah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini; 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan Peraturan Daerah ini. 

BABIX 

TATAKERJA 

Pasal 11 

Setiao Pimoinan unit oraanisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok 

masing-masing. 
Pasal 12 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang gerada dibawah dan bertanaaung jawab keoada Keoata Dinas: 

(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin 0Ieh seorana KeoaIa ~uo 8aaian aan atau l\eoaIa ~eKsI vana 
berada dibawah dan bertanggung Jawao Kepaaa l\epaIa uinas meIaIuI ~eKretans atau l\epaIa 

Bidang. 

Pasal 13 

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk 
Sekretaris atau seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar 
Urut Kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal14 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka 
'---". Rava bertanaouna iawab memimoin dan menaoordinasikan. memberikan petunjuk-petunjuk 

oenaenaanan aan oenaawasan aaIam oeIaKsanaan tuaas Keoacia bawahannya masing-masing; 

l_.!J ~euap pImpman satuan orgarnsasI aaIam nngKungan umas Pendapatan Daerah Kota Palangka 
Raya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanaaung Jawao Kepada atasan masing
masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan teoat waktu: 

1s; uaIam meIa1<sanaKan ruaasnva seuao 01moinan satuan oraanisasi wajib menerapkan prinsip 
Koorainasi. Imearas1. sImonrIKasI aan smKronisasI secar-a vertikal dan horizontal baik dalam 
ungKungan masmg-masmg maupun amar umt oraamsasI 1am vana sesuai denaan tuaasnva: 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan oraamsas, aan oawan aI0Ian aan 01oeraunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan KeoIJaKsanaan IeoIn Iamut. 

Pasal 15 

(1) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada 

Sekretaris atau Kepala Bidana sesuai denaan linakuo tuaasnva. selaniutnva Sekretaris atau Keoala 

Bidang menyusun leporan terseout untuK aIsamoaIKan teoat waKtu Keoaaa l\eoaIa umas seoaaaI 
bahan laporan kepada Walikota; 
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(2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BABX 

KEPEGAWAIAN 

Pasal16 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para pejabat 

fungsional di lingkungan Dinas Daerah dianakat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 

Sekretaris Daerah berdasarkan oerumoanaan tsaaan t-'entmoanaan Jaoatan aan l\eoanaKatan 

(Baperjakat) Kota Palangka Raya ; 

(2) Kepala Dinas Eselon I1.b, Sekretaris Eselon Ill.a, Kepala Bidang Eselon 111.b dan Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a ; 

(3) Pejabat lainnya dilingkungan Dinas Daerah dianakat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i4> Pembinaan KeoeaawaIan dillnaKunaan Dinas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

,01 tsanwa aaIam seuap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural harus sesuai dengan 

0Icsang Keanuan csan Kemampuan. 

BABXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal17 

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan 

Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 

BABXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk 

rincian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Pasal19 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Susunan Oraanisasi dan Tata Keria Dinas Penaelola Keuanaan dan Aset 

Daerah sebagaimana telah diubah denaan tJeraturan uaeran I\Ota PaianaKa Kava Nomor ·, ~ , anun 

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan uaeran Kota PaianaKa Rava Nomor 12 Tahun 2.007 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Palangka Rava. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



7 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota·Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 24 Juni 2011 

Ir. SANIJAN, CES 
Pembina Utama dya 
NIP. 195901011 903 1 014 

Ditetapkan di Palangka Raya 

H.M. RIBAN SATIA 

011 

YA, 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 07 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 07 TAHUN 2011 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA 

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Paiak Oaerah dan Retribusi Daerah vana oada intinva menaatur tentang jenis-jenis pajak dan 
remous, aaeran vana aacat a,cunaut seoaaa1 sumoer cenaaoatan daerah dan Peraturan Menteri 
ua,am Neaen Nomor ::>b I anun :tu1 u temana Perubanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 Tahun 2007 tentana Petuniui< Tei<nis Penataan uroamsaS1 t-'eranaKat uaeran vana secara 
khusus mengatur tentang penamoanan runas, Kewenanaan tst-'H I ts oao1 oaeran. maKa a,outunKan 
perangkat daerah yang secara Knusus menangan1 rungs, o,maKsua agar aapat anaKsanaKan secara 

,'---" optimal. 

\.'---" 

Dinas Pendapatan secara teknis operasional tugas pokok dan fungsinya berperan menggali 
potensi-potensi pendapatan daerah vano sah sesuai denaan oeraturan vana beriaicu dan meruDaKan 
pemekaran dari Dinas Pengelola Keuanaan aan ASet uaeran "ota t'atanaKa Kava vana se1ama mt 
selain menanaani funasi oendaoatan juga menanaani tunas, 1am ya1tu penge101aan aomm1stras1 
Keuanaan aan penatausanaan aset oaeran a,mana ternyata penggabungan kedua fungsi diatas 
aa,am oe1aKsanaannva seoaaa, motor oenaaoatan aaeran Kurang optimal karena luasan kewenangan 
tidak sesuai dengan struktur yang menangani yakni hanya setingkat nomenklatur Bidang ese1on uI. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentana Oraanisasi Peranakat Daerah. 
funosi oendaoatan termasuk dalam rumoun dinas oada bidana oenaelolaan keuangan, pendapatan 
aan aser aaeran: namun aoiiKasmva sesua1 nurur (. anaKa ::s sub huruf c dapat disesuaikan dengan 
KaraKteristiK, Keourunan, Kemampuan, pot:ensi aaeran oan beoan i<erja perangkat daerah yang 
diimbangi pula dengan prinsip keseimbangan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan 
operasionalnya. 

t-'emoenruKan uinas ini t:iciai<ian semara-mara at0andang seoagai pelebaran kuantitas perangkat 
oaeran namun narus a111nat can sisi runas1ona1 oan manraat bahwa SKPD ini mampu berperan secara 
penun oerKonsenuas, untuK peningKatan penaapat:an aaeran yang sudah barang tentu dibarengi 
dengan penempatan SOM yang handal dan memiliki kompetensi teknis yang memadai. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Pembentukan Dinas Pendaoatan sesuai denaan ketentuan Huruf C angka 4 sub huruf d 
tJeraruran Menter, ua1am N~en Nomor 51 -, anun LWI yang menyatakan bahwa khusus bidang 
penaapatanr penge101aan aan aset: aapat aiKemoangKan sesuai prinsio-orlnsio organisasi (fungsi 
lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi Dinas Pendaoatan dan funasi oenaelola 
keuangan dan aset menjadi Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. 



'--' 

9 

Pembentukan SKPD ini bertuiuan aaar dalam oelaksanaan tugas bidang penerimaan dan 
oenaaoatan aaeran aan sumoer-sumoer vang sah dapat dikelola dan dilaksanakan dengan 
tenconsentrasI aan Imens aaIam sKaIa Kewenangan daerah yang telah ditetapkan. 

Pasal3 

Cukupjelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

Pasal5 

Cukupjelas 

Pasal6 

Cukupjelas 

Pasal7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal9 

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani 
tugas tertentu yang tidak tertangani oleh Dinas dan merupakan elemen internal dalam upaya 
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. 

Pasal 10 

Cukupjelas 

p~~~, 11 

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para peegang jabatan dan pemangku 
kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan funqsi-fungsi pemerintahan daerah 
sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat 
daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional 

Pasal12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Kaoasitas mewakili dalam hal ini adalah bahwa dalam pengambilan keputusan yang bersifat 
sangat prinsip harus tetap dikoordinasikan dengan pimpinan. 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 

ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "keahlian" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 
berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal. 
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Yang dimaksud dengan "Kemampuan" disini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan 
struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan non formal. 

Pasal17 

Adanya Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi kewenangan dan tugas 
dalam masa transisi/peralihan dari struktur lama kepada struktur baru hingga pelayanan kepada 
masyarakat tetap dapat berjalan. 

Pasal18 

Untuk rincian tugas pokok dan fungsi dan uraIan tuaas Iaoa1an struKtural a1<an dItetao1<an 
melalui Peraturan Walikota Palangka Raya seteIan t-'eraturan uaeran aIteta0Kan aan 
diberlakukan setelah pejabat strukturalnya telah definitif. 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal20 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 NOMOR 03 
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 07 TAHUN 2011 

TANGGAL 24 JUNI 2011 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

I KEPALA DINA$ I 
SEKRETARIAT 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I 
I I I 

I I I I Sub Bagian Umum SubBagian Sub Bagian 
I I I I dan Kepegawaian Keuangan Perencanaan 

I I I I 

Bidang Pendaftaran, Bidang Penagihan, Penerimaan I Bidang Retribusi dan Bidang 
Pendataan dan Penetapan dan Pengajuan Keberatan Pendapatan Lain-Lain Akuntansi dan Evaluasi 

I 

Seksi Seksi I Seksi Penerimaan Retribusi i Seksi .... 
Pendaftaran :.J Penagihan dan Pendapatan Lain-Lain Pembukuan ,.. 

I YangSah 

i Seksi Seksi I ~ 
Seksi 

Pendataan Penerimaan Seksi Dana Perimbangan Pelaporan ,.. 
dan Lain-Lain 

~ Seksi Seksi I Seksi 
Penetapan Pengajuan Keberatan y Seksi Legalisasi dan ... Monitoring da!' Evaluasi 

Pembukuan Sufft Berharga 

I UPTD I 
l<OTA PALANGIU 

~ ➔ ~j 
l_ 
H.M. RIBAN SATIA 

( c· 

1 ' 

/ 


